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 MAMUN MUROD 

Pembina Utama Madya 

   NIP. 19660610 199203 1 008 

DISAHKAN OLEH 

TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN 
LINGKUNGAN 

JUDUL SOP 

KUALIFIKASI PELAKSANA DASAR HUKUM 

1. Memahami peraturan-peraturan terkait  Perizinan Berusaha dan dokumen 
lingkungan hidup 

2. Mampu mengoperasikan komputer 

3. Mampu memahami prosedur penerbitan persetujuan lingkungan hidup 

 

 

Undang – Undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keja 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha 
Berbasis Resiko 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis 
Resiko 

4. Peraturan Pemerintah Nomor  22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2021  tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan 

Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup 

6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 



4) dan Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8/291/2016 

7. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Riau. 

PERALATAN/PERLENGKAPAN KETERKAITAN SOP 

1. Surat Keputusan 

2. Komputer 

3. Printer 

4. ATK 

5. Jaringan Internet 

6. Telepon 

 

1. SOP Penerbitan Perizinan Berusaha 

2. SOP Penerbitan Persetujuan Lingkungan 

3. SOP Persetujuan Teknis Pengelolaan LB3 

4. SOP Rincian Teknis Penyimpanan LB3 

5. SOP Persetujuan Teknis Baku Mutu Air 

6. SOP Persetujuan Teknis Baku Mutu Emisi 

PENCATATAN DAN PENDATAAN PERINGATAN 

Disimpan dalam data elektronik dan manual Persetujuan Lingkungan dapat terbit bilamana persyaratan teknis yang 
dipersyaratkan telah terpenuhi 
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No. Uraian Persyaratan dan Kelengkapan Durasi 
(hari) 

Output Keterangan 

1. Jenis Dokumen Lingkungan Hidup     
 a. Andal     
 b. Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) 

dan Upaya Pengelolaan  Lingkungan 
(UPL) 

    

 c. Surat Pernyataan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (SPPLH) 

    

      

2. Jenis Andal     
 a. Andal Tipe A - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 180 Surat Keputusan 

Kelayakan Lingkungan 
Hidup (SKKLH) 
 

Waktu dimaksud 
dimulai dari 
permohonan sampai 
dengan terbitnya 
persetujuan 
lingkungan 

 b. Andal Tipe B - Persetujuan Teknis Baku Mutu Air 120 

 c. Andal Tipe C - Persetujuan Teknis Baku Mutu Emisi 60 

  - Rincian Teknis Penyimpanan Sementara 
Limbah B3 

 

  - Analisis Dampak Lalu Lintas  

3. Tahapan Proses Persetujuan Lingkungan     

 a. Penapisan dan arahan penyusunan 
dokumen lingkungan hidup 

- Surat permohonan dari pemrakarsa 
- Peta rencana lokasi 
- KKPR (opsional) 
- Izin dasar (opsional) 
- NIB dan KBLI 
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Arahan Penyusunan 
Dokumen Lingkungan 
Hidup 
 

Pelaksanaan 
terhitung pelaksana 
kerja menerima 
disposisi dari atasan 

 b. Penerimaan dan Verifikasi permohonan 
pemeriksaan dokumen kerangka acuan 

- Surat permohonan 
- Draft Dokumen Kerangka Acuan (KA) 

1 
Tanda terima dokumen 
dan disposisi 

 

 c. Penilaian Kerangka Acuan (KA) secara 
administrative / Uji Administrasi 

- Surat Permohonan 
- Dokumen Kerangka Acuan (KA) 

2 
Hasil uji administrasi 
kelengkapan dokumen 
KA 

Panduan Uji 
administrasi sesuai 
lampiran II PP No.22 
Tahun 2021 

 d. Penyiapan rapat tim teknis - SK Penetapan Tim Teknis Penilai Amdal / 
Tim Uji Kelayakan 

- Undangan pemeriksaan dokumen kerangka 
acuan kerja 

- Ketersedian dokumen sesuai jumlah tim 
pemeriksan 
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Tersedianya undangan 
dan dokumen Kerangka 
Acuan serta media 
pelaksanaan 
pemeriksaan dokumen 
lingkungan 

Dokumen sudah 
harus diterima tim 
teknis selambat-
lambatnya 5 hari 
sebelum 
pemeriksaan 



 

No. Uraian Persyaratan dan Kelengkapan Durasi 
(hari) 

Output Keterangan 

 e. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen 
Kerangka Acuan 

- Dokumen Kerangka Acuan 
- Tim Teknis Komisi Penilai Andal 
- Tersedianya media pemeriksaan 

 
1 

- Saran dan Masukan 
perbaikan dokumen 
Kerangka Acuan 

- Berita Acara 
Pemeriksaan Dokumen 
Kerangka Acuan  

Pemrakarsa 
melakukan 
perbaikan KA sesuai 
hasil Berita Acara 

 f. Penerimaan dokumen Andal dan RKL-
RPL 

- Surat Permohonan 
- Dokumen andal dan RKL-RPL 
- KKPR 
- Persetujuan Teknis Baku Mutu Air 
- Persetujuan Teknis Baku Mutu Emisi 
- Rincian Teknis Penyimpanan Sementara 

Limbah B3 
- Analsis Dampak Lalu Lintas 
- Izin dasar yang dimiliki 

 
 
 
 

1 

Tanda terima 
permohonan dan berkas 

Penerimaan oleh 
pelaksana sesuai 
disposisi atasan 

 g. Uji administrasi dokumen andal dan RKL-
RPL 

- Surat permohonan 
- dokumen andal dan RKL-RPL 

1 
Matrik hasil uji 
administrasi 

Panduan Uji 
administrasi sesuai 
lampiran II PP No.22 
Tahun 2021 

 h. Penyiapan rapat teknis pemeriksaan 
dokumen andal dan RKL-RPL 

- Matrik Hasil Uji administrasi 
- Surat Permohonan pemeriksaan dokumen 

andal dan RKL-RPL 
- Undangan pelaksanaan pemeriksaan 

dokumen andal dan RKL-RPL 
- Dokumen Andal dan RKL-RPL 
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- Jadwal pelaksanaan 
pemeriksaan 

- Terdistribusinya 
dokumen kepada tim 
teknis KPA/TUK 

 

 i. Penyelenggaraan pemeriksaan dokumen 
andal dan RKL-RPL 

- Media pelaksanaan pemeriksaan 
- dokumen andal dan RKL-RPL 
- Tim Teknis KPA/TUK Provinsi Riau 

2 
- Berita Acara Hasil 

Pemeriksaan Dokumen 
Andal dan RKL-RPL 

- Saran dan Masukan 
terhadap dokumen 
yang diperiksa 

Durasi diangka 
maksimal, 
menyesuaikan 
tingkat kerumitan 
project 

 j. Penerbitan rekomendasi Kelayakan 
lingkungan hidup 

- Permohonan rekomendasi kelayakan 
lingkungan hidup dari OPD penerbit 
persetujuan lingkungan hidup / persetujuan 
pemerintah 

- Dokumen lingkungan hidup yang telah 
diperbaiki sesuai dengan hasil pemeriksaan 
oleh tim KPA Provinsi Riau 

2 
Rekomendasi Kelayakan 
Lingkungan Hidup 

Durasi hari kerja 
saat penyiapan draft 
dan approve 



 

No. Uraian Persyaratan dan Kelengkapan Durasi 
(hari) 

Output Keterangan 

 k. Penerbitan Keputusan Kelayakan 
Lingkungan Hidup. 

- Surat permohonan kelayakan lingkungan 
hidup 

- Dokumen Lingkungan Hidup Final (sudah 
diperbaiki sesuai hasil pemeriksaan) 
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Surat Keputusan 
Kelayakan Lingkungan 
Hidup (SKKLH) 

Sesuai PP 22 Tahun 
2021 

 l. Uploading Keputusan Kelayakan 
Lingkungan Hidup 

- Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan 
Hidup 

- Akun OSS Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Provinsi Riau 

- Link google drive 
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Teruploadnya dokumen 
SKKLH ke dalam akun 
OSS pemrakarsa 

- Sesuai OSS RBA 
menu upload 
berada di akun 
Kadis DLHK 

- Untuk menu upload 
kegiatan di dalam 
Kawasan Industri 
berada di akun 
Kadis PTSP dan 
pemegang Hak 
Kawasan  

 
 
Catatan : 
1. Durasi adalah hari kerja efektif 
2. Durasi merupakan waktu penyelesaian pekerjaan terhitung penugasan berdasarkan 

disposisi atasan langsung 
3. Durasi berlaku saat persyaratan terpenuhi 
4. Waktu penyelesaian pekerjaan yang bersangkut paut dengan penggunaan jaringan tidak 

bersifat mutlak bilamana didapati adanya gangguan  
 

 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

PROVINSI RIAU 
  

  

 

 

MAMUN MUROD 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19660610 199203 1 008 

 


